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ABSTRAK

Anak Agung Gede Putra Aditya, 201820252004, “Implementasi
Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal
Assistance di Kawasan ASEAN Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana
Transnasional”.

Kejahatan lintas merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius
terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan
berbagai negara. Dalam menanggulangi kejahatan lintas negara tersebut tentunya
suatu negara tidak dapat bertindak sendiri mengingat banyak faktor yang menjadi
penghambat utamanya dalam hal yurisdiksi kewenangan aparat penegak hukum yang
tidak dapat melakukan penegakkan hukum di luar wilayah suatu negara dan wilayah
ekstrateritorialnya. Guna menanggulangi hambatan yang terjadi dalam upaya
penegakkan hukum di luar wilayah yurisdiksi, maka setiap negara berusaha untuk
membentuk suatu kerja sama dengan negara-negara lain guna mengeliminasi
hambatan penegakkan hukum. Karena aturan tersebut belum tertulis jelas dalam
pedoman penegak hukum, maka banyak penegak hukum yang mendapatkan
persoalan dalam memproses kejahatan yang berkaitan dengan wilayah diluar
kewenangannya. Pada hubungan intermasional dalam rangka menegakan hukum,
dikenal istilah xtradition dan Mutual Legal Assistance yang digunakan oleh penegak
hukum negara-negara dalam memproses kejahatan lintas negara. Dalam KUHAP
yang digunakan oleh penyidik untuk memproses hukum suatu kejahatan tidak
mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum jika pelaku kejahatan
atau lokasi kejahatan berada di luar kewenangannya. Adapun metode Penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian yuridis-
normatif. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-Prinsip yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
terlihat bahwa adanya keutamaan dalam penggunaan prinsip antara prinsip Hukum
Pidana dan prinsip Hukum Internasional. Terutama prinsip Resiprositas dalam hal
membantu berjalannya suatu proses permintaan Bantuan, karena dengan adanya
hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan cepat terselesaikan. Prinsip-prinsip dalam
perjanjian inilah yang dapat digunakan penyidik Polri dalam mengambil atau
mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar yurisdiksinya.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Mutual legal Assistace, Yurisdiksi
POLRI
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ABSTRACT
Anak Agung Gede Putra Aditya, 201820252004, "Implementation of Mutual
Legal Assistance Agreements in ASEAN Areas against the Transnational Crime
Investigation Process".

Transnational crime is a form of crime that poses a severe threat to global
security and prosperity given its nature that involves various countries. In overcoming
transnational crimes, of course, a country cannot act alone considering there are many
factors that become the fundamental obstacle in terms of the jurisdiction of the
authority of law enforcement officials who cannot enforce the law outside the
territory of a country and its extraterritorial areas. To overcome obstacles that occur
in law enforcement efforts outside the jurisdiction, each country strives to develop a
partnership with other countries to eliminate barriers to law enforcement. Because
these rules are not clearly written in law enforcement guidelines, many law enforcers
have problems processing crimes related to areas outside their jurisdiction. In
international relations to enforce the law, the terms Extradition and Mutual Legal
Assistance are known which are used by state law enforcers. State in processing
transnational crimes. The Criminal Procedure Code used by investigators to process
the law of a crime does not regulate actions that can be taken by law enforcers if the
offender of the crime or the location of the crime is beyond their authority. The
research method used in this study uses the juridical-normative research method. The
results showed that the principles contained in Law Number 1 of 2006 concerning
Reciprocal Assistance in Criminal Matters show that there is a priority in the use of
principles between the principles of Criminal Law and the principles of International
Law. Especially the principle of reciprocity in terms of assisting the running of a
process of requesting assistance, because, with the existence of good relations
between the two requesting countries and the requested state, it is expected that the
settlement of criminal acts committed can be resolved promptly. The principles in
this agreement can be utilized by Poln investigators in taking or obtaining evidence
that is outside their jurisdiction.

Keywords: Transnational Crime, Mutual legal Assistance, Jurisdiction of POLRI
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